PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH
KABUZATEN CIANJUR
PROVIKS] JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/08/BPRD/2016
TENTANG

PENYEMiURNAAN
HASIL EVALUAST CURERNUR JAWA BARAT
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : A. buhwa Rarcangan Peraturun Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah dievaluasi
oleh Gubernur Jawa Barat;

0. bahwa terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud
huruf a, telah dilakukan pembahasan, penyelarsan,
dan penvempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Peribahan Anegaren Pendapalan dan Belanja
Daerah Taliun Angraran 2016 sebagaiimana mestinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sehagaimana
dimaksud pada huraf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penvempurnaan
Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan darn Belanja Daerah
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5234);
Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan
Perwalkilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2568
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwalkilan
Rakyat, Dewan Perwalilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416}, sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketipa Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan



f-"u

10.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri
Nemor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri - Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor & Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralovat Daerah



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

. Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 903/Kep.929-Keu/2016 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang
Penjabaran  Perubahan  Anggaran Pendapatan
dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 20186,
tangeal 5 September 2016,

2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur,
tanggal 13 September 2016,

MEMUTUSKEAN

: Menyetujui Penyempurnaan Hasil Ewvaluasi Gubernur

Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anpggaran 2016.

: Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud DIKTUM

KESATU, tercantum dalam lampiran vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

Kabupaten Cianjur ini dijadikan dasar penetapan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, yang selanjutnya disampaikan kepada
Gubernur Jawa Barat,

¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 September 2016

\N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA DE‘-.E{
: ABUPATEN CIANJUR




LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE]
TENTANG PENYEMPFURNAAN HASIL
RANCANGAN PERATURAIN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG BI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : 172.4.1/08/DPRD/2016

TANGGAL : 13 September 2016

NO.

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

A. KERIJAKAN UMUM

Jumiah total alokasi anggaran vang lercenlum dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA] dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementar= (PPAS] Perubahan sudah konsisten dengan jumlah alokasi anggaran
vang tercantum dalam Raneangan Ferataran Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 201¢€, Untuk
itm, Pemerintah Kabupaten Cianjur apar tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan
anggaran daerah, mulai dari RKPD/Perubahan RKPD, KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahan dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan
Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentiang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemesrititahh Noemmor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Fengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemmbangunan Daerzh,

Dalam rarghke raenjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program
dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten
Cianjur dalam mendukung Bidang Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi, vaitu

a. Pengalokasian anggaran belanja deerah dalam mendukung 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi
vang diperlukan yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) ntas bidang dan 9 {sembilan) Bidang Pembangunan
Nasiinal yang dijabarkan ke dalam Isu-lsu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2016 mencapai
Rp. 3.538.964.399.430,61 atau 97,03% dar total anggaran belania dalam Rancangan Peraturan Daerah
teateg Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Rp. 3.647.305.445.005,85 vang terbagi ke dalam:

1} Pengarusutamaan dan Parebangunan Lintas Bidang semula Rp. - 26.957.197.250,00 berkurang
Rp. 2.440.854.214,00 menjadi Rp24.516.343.036,00 atau 0,67% dardi total anggaran belanja:

2} Sosial Budaya dan HKehidupao Beragama semula Rp.  2.134.658,002.606,24 Dbertambah
Kp. 36.874,757.967,94 menjadi Rp. 2.171.532.760.574,18 atau 52,54% dari total anggaran belanja;

3l Fembangunan Ekonomi semula Rp, 53.095.699.981,88 bertambah Rp. 2.651.071.221,00 menjadi
Rp. 55.746.771.202,88 atenl 1,53% dari total anggaran belanja;

4] lbma Pengetahuan dan Teknolegi semula Rp. 339.460.000.00 berleurang Ep. 98.260.000,00 menjadi
Kp. 241.200.000,00 atan (1.01% dari total anggaran belanja;

5] Pembengunan Peolitik semula Rp. 708.070.100,00 berkurang Rp.  227.000.000,00 e
REp 421.070.100,00 atau 0,01% dari total anggaran belanja;

6] Pembangurnan Pertahanan dan Keamanan semula Rp.  20.819.797.900,00 berkurang
Rp. 1.465.364.400,00 menjadi Rp. 12.354.433.500,00 atau 0,53% dari total angearan belanja; |

Pemenintah Kabupaten Cianjur akan
terus berusaha menjaga konsistensd
dalam melaksanakan perencanaan
penganggaran ke depan.

EVALUIAST GUBERNUR JAWA BA
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7). Hukum dan Aparatur semula Rpd.361.213.300,00 berkurang Rpi79.291.800,00 menjadil
R4, 161.921.500.00 atau 0,53% dari teds anggaran belanja;

&) Pembangunan Wilaysh dan Tata Ruang semula Rpf19.31654763345 berambah
RpfS5.008 612.226,72 menjadi Rp17.485, 954,401 00 ataw 22.056% darni total anggaran belanja:

9) Penyedian  Sarepa dan Prasarane senwla  RpdV7.920.663.5900,00  bedambah
Rpf7.235.578.301,33 menjadi Rp3G5.216.242 201 33 atau 10,01% dan fatal anggaran bealanjs,

A0) Sumber Daya Alam dan Lingkungsn  Hidup semula  RoS0.834.312 785,80  hetambah
Rpd2 534 184 570,25 menjzdi Rp93. 360 497 455 115 atau Z,56% dari total anggaran belanja.

Pengaokasian anggaran belanja daerah dafam mendukung 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan

Provinsl Tahun 2016 1elsh mencapal Rpd 541.655.359.605 60 atau 97,10% dai lotal belanja dalam

Rancangan Peraluran  Daerah fenfang  Perubghan  APBD Tahen  Anggaran 2016

Rp3.647 305,445,005 85 yang ferbagi ke dalam:

1) Pricritas meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan semula Rp1.463.515 263 024,00
berkurang RpSE.A32. 76590521 menjadi Rol 397186497 12279 atau 33.31% dan iofal
anggaran belana;

2] Prontas  meningkatean  aksesibilitas dan kualitas  layanan kesehalan  semuld
Rpfias 355.319.046.24 betambah Rpi11.963.239.773,15 menjadi Rp738.318.558.818,39 atau
20,24% dani fotal anggaran belanja,

3 Prortas  mengembangkan o nfastrekdes wilayah, energi den oair baku somula
Rp289.571.977.100,00 terfambah Rpd5 544 875.451,33 menjadi Rp375.216.852.551,33 atau
10,29% dari tatal anggaran balanja;

4] Frioitas  mepingkatkan  ekonomi pedanian  semula  RpfB 54339642875 berfambah
Rp2 237 433.070,25 menjadi Rpr 780434500 00 atau 1,94% dari tolal anggaran belanja,

5 Priortes meningkakan skonoml non  pedanian semula Rp@3472 674 381,88  tertambah
Fiol 941,244 500 00 menjad RpZa.413.819.377 88 atau (0, 70% dan hotal anggaran belan|a;

B} Prioritzs  menirgkatkan  pengelodaan  fingkungan hidup  dan kebencanaan  seriuss
Rpdt043.913.456,08 berhurang RpSd.300.400.00 menjadi Rp20.849.000,056,05 atau ,85% dar
total anggaran bolanja;

] Priortas meninghatkas pengaiolsan seni, budays dan wisata sera kepemadaan dan olah reca
semila RpG.123588.132 00 bedambah Rpl05.830. 20000 menad Rp6.22941633200 atau
{,17% dan tolal anggaran belanjs;

8) Priontas meningkatkan kelahanan keluarga dan kependudukan Rpdd 526.058.400,00 berdambeh
Ap2.865.423 600,00 menjadi Rpd? 795462 000,00 atau 1,04% dan tlal angnaran belanja;




NO

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

8} Pricetas menanggulsngi kemiskinan. pesyandang masalah kesejahlerazn sosial dan keamanan
semula Rp25.151.888.800.00 berkurang Fp2 083.648.500,00 menjadi Rp2d D68 239.900.00 atau
{1,G6% dan tolal anggaran belanja;

10} Prigritas recoemisasi pemenniahan dan pembangunzn perdezaan samula RoT44.130.003.983 45
berlambah Rpd1 565692 962,71 menjadi RpA15.606. 506,045 16 afau 22.21% dari total anggaran
befanja

Gehubungan dangan hal ersebit, Pemanntsh Kabupslen Cianjur dalzam mengalokasikan anggasn belanja

dacran agar mengupayakan secara lerus mencris dan kensisten dalam mendukung 1 (safu) Lintas Bidsng

dan 9 fserbilan) Bidang Pembangunan Masienal yang dijaborkan ke dalam  Isudsu Stretogis

Pombangunan Masional Tahun 2016 dan 10 {sepuluh) Pricditas Pambangunan Provinsi yang diluangkan

dalam Rancangan Peraturan Daerah lentang APBO/Perubahan APED.

Jumiah alokas anggatan untuk fungsi pendidikan pada Rancargan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016 semula Rp1 475.727.493 050,00 bertambah Rpb6-544 248 960,00 menjadi
sebesar Fpl 409,183.244.080,00 atau 37.22% dari total belanfa caerah setelah dikurangl pekeriaan
|tanjutan yang belum selesal Rpd. 786.286.249 655,85, dengan rincian sebagai berikut:

2. Belanja Tidak Langsung pads SKPD Dinas Pendidkan berpa Gaji dan Tunjangan semuls
Rp1,387 429393 050,00 menjaci Rp351 795 584 232 00 berkurang Rp92. 154 445 S60,00;

b.  Befanja Tedak Langsung pada SKPKD berupa Hikah unhek fungsi pendidikan Rpd 3, 585.6300000,00
{anggarar: fetap);

. Belanjs Tidak Langsung peda SHPKD berepa Baotuzn Sosial untuk fungsi pendidikan
fapr 50.000.000,00 {anggaran (e4ap);

d.  Belanja Langsung pada SKFD Dinzs Pendidikan semulz Rpfd 15000000000 mersad
Fip%9. 758, 197.000,00 berlambah Rp25 6 10.157.000,00,

Lumiah alckasi anggaran tersehut telah memenuni ketentuan Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2003
{emang Pendanaan Pendidikan. Untuk @, Pemenintah Fabupaten Cianjur dinarapkan tetap konskien dan
berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fundsi pendidiban sekurang kurangnys sebesas 20%
(dia puluh per sefatus) dan belanja daerah sesual amanal peundang-undangan, lermasyk dana 806
yang bersurmber dar APBD fanps mengesampingkan duklingan angdatan untuk bdang i yarg juga
maniadi prioftss nasional, provinsi, maupun Pemerintah Babupaten Cianur,

Jumizh dokasi anggaran untuk unusan kesihatan pada Rancandgan Peralurzn Dasrah lentarg Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016 semula RpSTOMIE0M 26624 borambah 75 306644.941,07 mernjadi
RpEds, 600,249,207, 31 atau 32,06% dan o= Belanja Dacrah di uar gaji Rpd.014.245,588.835,49, dengan
fincian sabagal berikut

) m.m_.m_.__..m Tidak Langsung pads SKPD Dings ¥esehatan benspa Gaji dan Tunjangan PNS somula
Rp1.028,192 500,00 menjzdi Rpa? £34. 762,300,040 berkurang Rp3 293,430, 200,00,
b) Belznja Tidak Lasgsung pada SKPD REUD welas B berupa Gaji dan Tunjangan PNS semula
Rp32 596 S50 800,00 menjadi Rpd7 654.972.136.85 beambah Rp5.089,021.536,85:;

Pemgxiniah Kabupaien Clanjur akan leres bemupaya koosislen dalam mendukung
Program Pembangunan Masianal

Pemerntah Ksbupaten  Cianjur  akan forus bonesaba belap konsisten  dan
berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pandidikan sehurarng-
kigangrya sebesar 20% pada parencanaan pembangunan ke depan




NO

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

) Belanja Tidak Langsung pada SKPD RSUD Kelas D semula Rp3S544.836400.00 menjadi
Fo3.122 367 200,00 berkurang Rpd22.449 20000,

d) Belanja Langsung pada SKPD Dimas Kesehalan semula Rp130.310.693.89000 menjadi
Rp145.547,193.724,00 bertambah Rp18.236.500.034,00;

&) Belanja Langsung pada SKPD RSUD Kelas B semuia Rp271.308.291.07824 menjad
Rpd2d, 785.293 844 46 berlambah RpS3.477.002.770,22,

fi Balanja Langsung pada SKPD RSUD Kelss D semula RpSl65SE40.00000 menjadi

Rphifi, 025.540.000,00 beramnbah Rpd. 370.C00.000,00,

Jurnlah Sokasi arggaran tersebu telsh memenuhi katentuan yang Gatur dalam Pasal 171 2yat (2} Undang

Undang Nomar 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Katentuar terschut menegaskan bahwa bagi daerah

yang tefeh menciaokan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar idak menurunian jumlzh alokasinya dan

bagi dasrah yang belum mempunys kemampuan agar dilsksanakan secara bedahap. Sehubungan hal

lersabot, Pemerintah ¥sbupaten Cianjlr dibarapkan tetsp konsisten dan berkesinambungan dalam

mengalokasikan anpgaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) car Wolal belanja APBD di luar

qaji, {anpa mengesampingkan dukungan anggaran uruk bidang lain yang juga menjadi Priorilas Nasional,

Peovingl, maupun Pemenntah Kabupaten Cianjur,

B. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Dacrah pada Rancangan Peraiuran Dasrah tenlang Perubahan APBD Tahun Angoaran 2016
semula Rp3 272 056627 408 37 menjadi Rpd.400,272.249.1%4,73 bertambah Rpi37 215.621.786,35 atau
natk 4,155 dengan pors alokasi sebagai berkul

a  Peondzpatan Asli Dserah (FAD) semula Rpd24737 88980087 menjadi Rpdd0 B85 1 55687 23
bertamban RpSa.147 470086 36 atau naik 13,22%;

lb. Dana Perimbangan semula Rp1882.327.374.000,00 menjadi Fp? 352824368 840,00 bedambah
Rp460, 496,964 940,00 atau naik 24 23%;

c.  landsin  Pendapatsn  Daserah  Yarg  Sah semula  RpBSA SN SSIEN G0 menjad
RpS7s 562,720,367 50 berkurang Rp379.428.843. 240,00 stau un 29,73%

Penelapan 1argel pendapsatan dasrsh lersabut supaya banar-bonar didesarkan pada poses] fill sumiber
sumbes pondapaian daerah yang ade di Kabupaten Clanjui dewgan berdasstkan pada Peraluran
_ﬂma_.am:@::n_m:mﬂ_ memperhatkan realisasi pada Tahun Anggaran 2015 dan perkembangan berbagai
indikalor perekonamian nasiona dan daerah vang dapal mempengaruhi redisasi pendapatan dasrah, sana

riemilivs kepastian serta dasar hukom penerimaznnya.

Disamping iy, mengingat penambahan pondapatan dasrah dimaksud akan digunakan unluk mendanai
progeam dan kegiatan dalam Panubabian APBD Tahun Anggaran 2016, Pamerintah Kabupatan Canjur agar
mengoptimalkan pencapalan tangel pandapatan yang ditetapkan terutama Pendapatan Asl Daeran. Hal ini
Sl am..._mm_._ ketentuan Fasal 17 ayal (2) Peraturan Femerotah Momor 58 Tahun 2005 tenlang)
Pengeloiaan Keuangan Daersh, yaryg menyatakan hahwa jumiah pendapatan yang dianggarkan dalam
APBED merupakan perkiraan yang lerokur secara rasional yang dapal dicapai untuk setiop sumber

__u_w_x._mwmﬁ_._.

Pemanintah  Kabopalen Cianjur ahan  leros  berssaha  lefap  konsisten dan
berkesinambungan dalzm mengalokaskan anggaran fungs? kasenatan sekuraryg-
kurangnya sebesar 10% pada perencanaan pembangunan ke dapan

Penstapar tamel pendapstan dacrah swdah | berdasaskan hasil infanaifikas dan
phstensificasi polensi il pendapatan ash daersh pada perubaian APED TA 2016,
serla akan ferus berupaya mengopimalkan patensi pandapatan daerah tersebul
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Selain itu pula, dalam menentukan tanget Pendzpatan Cieerah pada Pensbahan APBED Tahun Anggaran
W16 agar mempernatikan Persturan Presiden Nomor Momar 65 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
ﬁﬁaﬁ%ﬁ elan Belanja Megara Tahun Anggaran 2016

Dalam parubzhan APBD lerdapat perubahan balk penambanan alau pun pengurangan targel beberapa
jenes pendanatan yeng cukup signifikan antara lair

4 woonocecd, 11 0105 Paisk Hotel Bintang Dua semula sebesar Rp648.720.000,00 menjadi sebesar
Rpa9 500.000,00 berkurang sebesar Rp249,120.000,00 stau turun 38,40%;

b o4 1.1.01.12 Pajak LosmenRumah Penginapan/ FesanggrahantostelRumah Hos sermula
sebosar Rp27 575.000,00 menjadi sebesar Rpa.000.000,00 bartambah sebesar Fpd1.325.000,00
alau naik 149,32%;

o mooonxcd 1200 20 Retibusl Pelayanan Pasar - Pelalaran semula sebesar Fp585.505.500,00

menjadi sebesar Rp229,552.500,00 berkurang sebesar Rp356.043.000,00 atau turan £0,80%;

mienjadi sebesar Rp279.680.000,00 bertambah sebesar Rp170.321.000,00 atau naik 155, 74%,

e weexxnixd 141006 Pendapatan dan Pengembalian Belanja Langsung semula sebesar
Rp1 819412114, 74 menjadi scoesar RpB09.706.057 37 berkurang sebesar Rpd00 FI6.057 37 atau
{ueun 50.00%,

i wecooond 141007 Pendapatan dai Pengembalian Belanja Tidak Langsung  sebesar
Rpd 17782565832 menjadi schesar Rpd 047374 08700 berambah sohesar Rpd820.591.518 58
atau raik 868, 78%;

g wxexiocxk 4141806 Laindain PAD yang Sah semula sebesar Rpi.702.644.599,00 menjad
sabesar RS 548.190,67 berkurang sebesar Aot 32:006.395 33 atau furun 56 4%,

h oo 8142301 Peadapatan Dana Kapitasi JKN semula sebesar Rpd%.873.227.00000
menjadi sebesar Rpe3059.282.726,00 bertambah sebesar Rpad 226 055.726,00 atau naik €6,62%.

Sehubungan dengan hal lerssbul, dalam menstapian pendapaian pada awal Ishun anggaran agar
direncanakan dangan mempeimbangkan polersl yang dimilfi, Selsin fu penpanggaran  larget
perdapatan supaya benar-benar didasarkan pada potensi rill surmber sumber pendapalan daerah dengan
memperhatikan siss wekiu pelsksanaan APGRO sampal dengan akhir Tahun Anggaran 2015 unlek
menganlisipasi ficak fercapainya farget pendapzian yang telan diletapkan,

Terhadap farget pendapatan kode skening 1.02.1.02.01.00.004.1.4.22.01 Pendapatan Diana Kapitzsi JKN
pada SKPD Dinas Kesehatan dan Pustesmes agar diengkapi dengan miemyebulkan masing-masing FKTF
sehagai rincian obyek pendapatan, sabagaimani Sural Eoaran Menteri Dalam Negen Narnor BOCZ28005.
tanggal 5, Mei 2014 perinal Pelunjuk Tesnis Penganggaran, Pelakssnazn dan Penaiausahaan, sara
Pertangqungjawaban Dana Kapitasi Ssminan Kesehalan Masional pada Fasilitas Kesehatan Tingkal
Pertama Milik Pemerintah Daerah, bahwa rencana pendapaian dana kapitasi JKN dianggarkan dalam
kelompok Pendapatan Asli Dasrsh, jenis Lain-lain Pendapatan Asll Daetzh, atyek Dana Kapitasi JKN pada
FKTE, rincian obyak Dana Kapltasi JKN pada masing-mesing FIR.TP sesud kode rekening berkenaan.

Pada penetapan pendapatan awal tahun anggaran sudah didasarkan pada patens il
sumher - sumber peandapatan Namun sehubungan adanya perbehan fegulas|
mengharuskan adanya baik penusunan maupun penambahan poaens pendapatan
pada perunahan APSD TA 2016 ini.

Eudah disecusikan pada DPPA FRTR masing-masing
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Terhadsp penctapan taiget pendapatan daerah kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.18.06 Laln-lain
PAD yang Sah somula sebesar Rpl. 70264455900 menjadi sebosar RpST0.548.199 67 berkurang
bsabesar Rpl.132.006.399,33 pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dinilai tictak jelas
fzrgel pendespatannya. Oleh karena iy, ponganggsran pendapatan tersebul harus  ditinfad dan
diformulasikan kembal agar sesual g2ngan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Manier Datam Megerl
Normor 21 Tahun 2011 tentang Perutalian Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Neged Nomar 12 Tahun
2005 Lentang Pedoman Pengetlaan Keuangan Daerah.

Ternadap larget perdapatan pada rancangan perUbahan APBOD Katupaten Cianjur Tahun Angoaran 216
ki rexening:

s xxeoond 23020 Tunjangan Profest Guru PNSD semula tidak disnggarkan menjadi sehesar
Rpd35.563.430.000,00;

b oooood 230202 Tambahan, Penghasilan Sun: PNSD semula fidak dianggarkan menjzdi
scbesar Rp.852.700.000,00;

Sebagaimana Surat Dirgkiur Jenderal Dirskiorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementeran Keuangan
Namor S679CK2016 tangaal 16 Agushss 2016 hal Penyampaian Informasi kepada Daerah lentang
Perghentian Dana Tunjangan Profest Gury dan Tambahan Penghasitan Guru TA 2016, bahwa penyaluran
lckasi dana TP Guru dan DTP Gunu tahun 2016 untuk dacrah yang mempunyal sisa dana lebih tahun
015 =osual hasil rekonsiliasi data Gury PNSO antara kementerian pendidikan dan kebudayaan, BPKF,
dn Kementeran Keuangan bersama Pemerintah Oaerah selurun Indonesia, akan dilakuhan prrghantian
penyaluran Cana TP gur dan OTP guru pada iwulan || dandzlau tiwaeian [ dantatau trisolan W tabun
9116, Beslasarkan suat fersebut Pemenintah Kabupaten Cianjur dihantikzn penyalusannya untuk Triwulan
IV sebesar RpaT 11268600000, Olsh kamena i, Pemenntah Kabupalen Cianur hans rrieslakukan
penyesusan dalam Paubahan APBD TA 2016 sorta pembiayaan untuk Tunjangan Probesi Guiy PN3D
dan Tambahan Penghasian Guny PRNSD untuk Trwulan 1Y, agar menggunakan sisa dana lobik tahun 2015
| sebagaimana amanat surat femaksud.

{Pengangaaran pendapatan pada SKPD Oinas Pengelolazn Keuangan dan Aset Daersh dengan kode
mekening 1.20.1.20.08.00.00.4.3.1.0101 Pendapatan Hibah dan Pemerntah semula tidak dianggarkan
manjadi sebesar Rpd, 321 185 200,00. Sebagaimana keteniuan butir #1.1.6.15) Lampiran Peraturan Menter
Dalam Neger Momer 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBL Tahun Anggaran 2016 bahwa
Penganggarsn pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemenntah daerah lainnya atau phak
ketiga, batk dari badan, lembaga, craanisasi swasta dalam negerifuar neger, kelompok masyarakat
mapen perorangan yang fidak mengikal can tidak mempunyal konsskuensi pengelugran atag
pengurangan kowsjban pihak ketiga alaw pemben hikah, dianggarkan dalam APED solelah adanya
kepastian pendapatan dimaksud, Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari permerintah
tarsehul didasarkan pada perianiian hinsh antara pejabal yang diberi kuasa sefaku pemberi dangan kepafa
_amEmEE_EEH yang diberi kuasa selsku penerima. Oleh karena iy, pada kolom kelerangan agal
dicantumkan dasar hukum penerimaan pendzpatan hibah tersetul.

|Pengarpgaran Bagl Hasil Pajak Daerah dai Provinsi dalam Rancangan Pensbahan APBD Kabupaten
Ciarjur Tahun Anggaran 2016 kode rekening 1.20.1.20,08.00.00.4.3:3.01 Dana Bag Hasil Pajak dan
Prowinsi sehesar Rp193.399,704.667 50 (Anggaran Tetap), kerdin dar;

Akan disestaikan pada perencanaar: ke depan

Sucsh diskukan penyesudian sesual dengan susal dad  Diredoral Jendaral
Porimbangan Heusngan Kementenan Keuangan Repubilik Indonesia Momar 5-
STO/PKINE langal 15 Agustus 2018 paribal Penyampaian Infomas kiopadz Daerah
fentang Penghenfian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Gueu dan Tambazhar

Penghasilzn Tahun Anggaran 2016

Sudah disasuaikan dengan mencantumkan dasar hukum pembesian Mbah sersebul
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o 1701 2008000043301 Pagi Hasl Dan Pajsk Kendaraan Bermotor  sebesar
Rip31.858 200.000,00 (Anggaran Tetapl

b 420.1.20.0800004330103 Bagi Hasl Dan Bea Baik Hama Kendaraan Bermotor sebesar
Rp26 474,700.000,00 {Anggaran Tetap),

o 1.20.1.20.06.0000 4:33.01.05 Bagl Hasll Dar Paak Banan Hakar kiendaraan Bermotor sebesar
Rp51.215.546.200,00 {Anggaran Tetap):

d o 1.90.4.20.08.00.004.3.3.01.07 Bagi Hasil Dad Pajak Fengambilan dan Peranfantan Air Parmukaan

senesar Rpl 127 552.000,00 {Anggaran Tetap),
e 1.20.12008.00.004.3.3.01.08 Bagi Hasll Dari Pajak Rokok sebeear [RpRZ 723,706 457 50 (Anggaran
Tetap);
Sehubungan dengan panyusunan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016 mendahulul
penyusunan Perubzhen APBD Froving Jaws Baral Tahun Anggaran 2016, maka penganggaran
pendapatan kabupaten/kota yang Dersumber dari tag) hasil pajak deerah dan bagi hasil retibusi dassah
dari Fomerifitah Provinsi didasarkan pada aokasi bagi hasil paiak pada Peraturan Daerah Provins Jawa
Baral Nomor 10 Tshus 2015 tertang APBD Tahun Anggaran 2016 Adapen baglan pemerintah
_,muﬁuwinm yang akan direalisasikan oleh peeriniah provinsi akibal bertambah alau bedwrangnya
Vargel pendapatan pajak daeran dan relibusi daerah pada Tahun Anggaran 2016 sobelsh penatapan
Peraturan Daerah tentang Perubanan APBD Tahun Anggaran 9046, dicaniurmian datam LRA Pemerintah
K.atuepaten Clanjur.
Sebagaimana ketentuan butir 11.1.c.13) Lampiran Peraturan Manier Dalam Neges Nomoe 52 Tahun 2015
L_m_.@._m_ Pedoman Penyusunan APBO Tahun Anggaran 216, bahwa bagian pemerniah kabupatenkots
yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan fagot Tahun Anggaran 2015,
ditampuryy dalam peraturan deeran tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2046 atau dicantimkan
dalam LRA bagi pemerintah daersh yang tidak melakukan Berubshan APBD Tahun Anggaran 2046,

Jrerdasarkan Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor 97 3Ken.452-Keu/2016 fentang KurenglLebih Saiur
Bagi Hasil Pajak Daerah Brovins| Jawa Barat per 31 Desember 2015 kepada Diaerah Kabupaten/Kota,
harmisnet Kurana Sakur Bagl Hasd Pejak Daerah Provinsd pritul Kabupaten Cianjur dengan fncian sahagal
berikut

A Pajak Kendaraan Bemmotor Rg 1.174617.24000
5. Bea Balik Narma Kendaraan Bamaotor Fp 1.076.485.200,00
le.  Pajak Bahan Bakar Kentaraan Bermalor Ry 3.915.288.442,00

d  Pajak Pengambilas dan Femarfazian fir Permukaan  Bp 127.980.600.00

Jumtah Rp 6259538148200
Sohubungan dengan i, Pemedintah Katupetan Cianjur sugaya menyesuaikan Biagi Hasil Pajak Dacrah
Provinsi tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupasen Cianjur tentang Pesubahan APBD Tahun Anggaran
2046

Akan dijadikan pedoman gan acuan untuk mencantumkan pada LRA, apabila ada
penambahan atau pengurangan DBH,

Sudah discsuaikan pada Raperda Perubshan APBD Tshun Anggaran 2016 dan
ditakokasikan pads Betanja Langsung kegiatan Pembangunan Jalan dan Peningkatan
Periodik Jalan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur, Kegiatan pada BRKPD dan
Sekretariat Daerah
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Penganggaran targel pendapstan yang bersumber dard Bantuan Keuangsn Provinst Jawa Barsl kode
rekening 1.20.1.200800004.1501.01 Dantuan Keuangen Dari Frowingi Jawa Baral semufa fidzk
dianpgarkan menjadi sebesa RpSa.0Z3 77 500,00, mengingat persetujuzn  bersama  Rancangan
Peraturan Dserah Kabipaten Cianjur tentang Parubshan APBD TA 2016 mendabulul Provins Jawa Barat
maka jumiah anogaran dan penmitukkannys dapat dianggarkan berdasarkan pada dokasi banfuan
keuangan pada Peraturan Caerah Provins! Jawa Barat Nemor 10 Tahun 2015 tentang APED Tahun
Angoaran 2016

fApabila Peraturan Mented Keuangan teesebut diterbitkan sefelah peraturan daarah tentang AFBD Tahurn
Anggaran 2016 diletapkan, maka pemeriniah dagrah harus menyesuaikan Alokasi TRG dimaksud pada
peraturan daerah fentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicaniumban dalam LRA bagl
pemarintzh daerah yang lidak melakukan Pefubahan APBD Tahun Anggaran 2016,

Dalam hal barfuan keuangan bersial khusus dari Pemerintah Prowinsi Jawa Baral diterima setelah
peraturan dasrah Kabupaten Clanjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka
pemennizh Kabupaten Cianjur harus menyesuaikan alokasi banfuan keuangan bersital khusus dirmaksd
dengan terlefin dahuly melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang perijabaran Perubahan
APBD Tahun Anggavan 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanfutnya
dicantumkan dalam LRA sebagaimana ketenfuan butir 1H.1.c. 14} Lampiran Peraturan Menleri Dalam PMeger
Namor 52 Tahun 2015 lentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarzn 2016,

Setain ifu, datam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan unfuk kegialan yang Dersifat fenus mensms
setizp Tahun Anggaran sepersi Bantuan Keuangan Jaminan Kesetialzn bagi Penerima Bantuan luran (PEI)
Provinsl Jawa Basal, maka akan diperhitungkan dongan Anggaran Bantuan Keuangan Tahun Anggasan
berkutnya sehagaimana ketenfuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubesnur Jawa Barat Nomor 96 Tahun
2045 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuargan kapada Diaerah Kabupatefiota dan Desa,

C. BELAMJA DAERAH

Anggaran Belanjs Dasrah pada Rancangan Peraturan Daerah lontang Perubann SPBO T anun Anggaran

016 semula Rpl424665.37805837 menjpd  Rpd 647 30544500588 berlambah  sebesar)

Rp222 540,066,947 48 alau naik §,50% dengan porsi alokasi sebaga berkul:

a.  Belanja Tidak Lanasuryg sernula Rpd 260,201 566.742,13 menjad Fip2 1973.062,.208.800,52 berkurzng
RpAT.167.857.941,51 atau turun 257, ferdin afas:;

1) Belanja Penawai semulz Rpl 755.176.092.516,03 menjadi Rp1.645.202 37 276,71 beckurang
Fept00.97 3,765, 238,32 ateu turun B.27%,

#) Belenja Hibah semuls Rp42 B7R.035.300,00  menjadi RpEa 53602530000 bertambah
Rp15.560.000.000,00 atau naik 36,21%;

3 Belanja Bantuan Sosial semula Rp2.500.000.000,00 menjadi Rpd.293.000.000,00 bertambah
Rp1.493.000.000,00 atau naik 53,72%;

4) PBalznja Bagi Hasil kepada ProvinsiKabupalen¥ota dan  Femerintah Desa  sebesar

Rp2.189.981.919,00 (anggarar. tetap);

Akan dijadikan pedoman dan acuan untuk melakukan penjabaran perubshen APBD

Tahur Anggaran 2116
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d  weexaxxe 5110201 Tambshan Penghasilan Berdasarkan Beban Kefa semula sebesar
Fp11.260.000.000,00 menjadi sebesar Rp17.026.131.736,85 berlambah sebesar RpS 765.131.736,85
atau naik 51,21%:;

serla penambahan atad pengurangan anggaran serupd pada SKPD yang lain, menunjukkan bahwa
Pemeginiah Kabupatan Cisnjur dalam meniusun APBO Tahun Anggaran 2016 terulama pesganggaran
belanja pegawal yang menupakan belanja yang bers¥at fixed cost belum dilasukan secara cermat dan
terukur. Cien karana i, pada fahun-tahun berikuinya Pemeriniah Kabupaten Cianjur hans lebih camiat
dadam merencanakan seliap obyek belanja, sehingaa teradap abyek belanja yang kelebinan anggaran
levsebut dapal dmarfagthen unluk mendanal programdbeegiatan yang lebib picrlas dalam rangka
peningkalzn pelayanan dan kesejahiorean masyarskat,

Penyadiaan anggaran belanjz pada pes DPRD kode rekening;

a  12042000.000051.0.00.00  Gaji Pokok  PNSUang  Representasi  semula  sebesar
Rp855.060.000,00 menjad| sabesar Rpl. 304 280.000,00 bertambah sebesar Rp349, 200.000,00;

b 1.20.1.20.00.000052 2.0203 Tunjangan Jabatan semuia sebesar Rpol 384 856.000.00 menjadi
sebesar Rpt 500.271 500,00 bertambah menjadi Rp115.405.500.00;

Urtuk itu, penyedizan anggaran untuk uang representasi Pimpinan dan Anggoda DPRD supaya
bemadoman pada kefeniuan Pasal 11 Pesatuean Pemerintzh Nomar 24 Tahun 2004 tentang Keduduien
Frotoxoler dan Kaeuangan Fimpinan dan Angoota DFRO sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhin
dengan Peraturan Pemarntah Momor 21 Tahun 2007 fentang Perubshan Kofiga: Adas Poraturen
Pemerintah Momoe 24 Tahun 2004 {entang ¥edudukan Profokoler dan Keuangan Fimpinan dan Anggota)
Deawan Perwakilan Rakyal Daerah, Peraliiay Pemearintah Momor 19 Tahun 2016 eniang Pembsran Gad,
Pengiun, atal Tunangan Kaliga Befas kepada Pegawai Megen Sipil, Prajurit Tentara Masional Indonesia,
Anoggola Fepolisian MNegara Republis Indonesia, Pejabat Megara, dan Penerima Pension atau Tunjangan,
dan Peraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 2046 tentang Pemberian Tunjangan Har Raya Datam Tahun
Anggaran 2016 kepada Pegawal Meger Sipd, Prajurit Tentara Masional Indonesia, Anggota Kepolizian
;zwmw_m Republik Indenesia, dan Pejabal Megara.,

Hal-ha yang peru diperhaiikan fembal sebagaimana levcanium daam Keputusan Gubernur Jawa Baral

Momor 904ep 1457 -Keo/2015 lentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur

lentarg Angoaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angoaran 2006 dan Rancangan Peraturan

Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Tahun Anggaran 2016

ladalan sebagai berkt:

3. Penganggaran Selanja Hibah, Belanjs Bantuan Sosial, seia Belanjz Hbsh Barang/dasa pada kode

fekaning:

1) 1.20.1.20.08.0000.5.1 4 Belanja Hibah semula sebasar Fpd2 576.038.300,00 (dalam Raperda
APAL Tahum Anggaran  20M6  sehesar  REpd7 33 TO000000) menjadi  sehesan
Rp5.536.036.300.00 bertambah sebesar Rp15.560.000.000,00 atau natk 35,21% dengan abyes
befanja terdin dari;

Permesintah Kabupaten Cianjur akan lebih carmal datam meroncanakan sefiap obyek
belaja pada perencanaan ke depan, sehingga angoaran tersebut dapst dimanfastkan
untuk meadanal programieglatan yang lebfh pricrlas dalam rangka peningkatan
pelayanan dan kesejahleraan masyarakal

Sudah disesuakan dengan Peralucan Perundangan-Perirdangan yang baraku
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2} 1.201200800.00.5.1.5 Belanja Santuan Sosiel semula sebesar Rp2 50C.000.000,00 menjad
sebesar Rpd 9593 000.000,00 berambah sebesar Rpt A23.000.000,00 atau naik 53,72%, dergan
fncian ocoyes  1.20.1.2008.000051.50301 Belanja Banluan Sosial Kepada Anggota
MasyarakatiPerormngan;

w00 5.2.2.23 Belanja Hibah Baranglasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Keliga semuta sebesar FpSE 511 DBE.000,00 menjadi sebesar Rp7d.024 598.635,00 bertambah
sobesar Rp22 513,513 635,00 atau naik 39,84%, dengan rincian obyek

3

4]

a

3

Teshadap rincian panerima hetanja hiban datam Lampican 1Y Rancangan Peraturan Bupati Clanjur
terdang Penjabaran Perubahan APBO Tahun Anggaran 2014, yailu,

a

1202008000051 405 Belsnja Hibah kepads HadandembapgsOrganizasl semula
sebesar Rpd2.294 B06.200,00 menjadi sebesar RpSEE3E 03630000 berfambah sebegar
Fp26.321.100.000,00 dengas rinclan ohyek 1.20.1.20.0800.00.5.14.0507 Befanja Hibah
kepada Badan/LembanaDrganisas,

1.20.1.20.08,00.00.5.1 408 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat semula
sebesar RptQ.761.100.000.00 menjadi sebesar RpQ00 (Hdsk dianggarksn) dengan rincian
obyek 1201 20.08.00.00.5.1 4.06.01 Belanja Hibah kepada Kelompokihnggota Masyarzkat;

nattae 5222301 Belanjs Hibeh Barangllasa yang Disershkan kepada Masyarakal
semula sebesar RpS6, 26066600000 menjadi scbesar Rprd. 771602635 00 berambah)
sobesar Rp2d 511.013.636.00;

oo 5 2223 12 Belanja Hibsh Barangflasa yang Discrahkan kepads Pihak Retiga
semula sebesar Rp250.400.000 00 menjadi sebesar Rp252.900.000,00 bartarmbah sebess
R S00.000,00;

Mo urut 215 Belanja Hibah kepada Badan!lembagaiOmanisasi Lainnya semula sebesar
FpS 40850000000 menjadi  sebesar  Rpi&373500.00000 berambah  sebesan
Rp12 865.000.000,00 dinilai fdak jelas peneima, alamat, dan besarannya. Qleh karona i,
terhadap penvediaan angoaran untuk hibah fersebul hanes diurskan nama, aamat, dan
besstannya

Belanja Hibah Barang kepads perorangan gada SKPD Dinas Tata Ruang dan Permukman,
antara fain:

1) Agus, Peum Limbangan San indah 1. Salam ssbesar Rp@i0, 00,000,080

2) Agus Supandi, Jalan &gz Cikaandang Gang Jembar 3 sebesar Rp170.000.000,00;

3)  Dadan Buldan, S.50s, Perum Pesona indah Slok &F RL0 sebesar RpO0.000.000,00;

4] Aqus Zasnal Abidin, SH, Perumn Bumi Emas Blok E2, E3, F1, F2 di Ri05 sebesar
Rp1 70 000.000,00;

§) [idin, Kp, Cijpngkol Leuwiparang Desa Mekalaksana Kec Cikady sebesar
R 170.000.000,00;

Digesusikan dengan Undang-Undang Momor 23 Tahun 2016 tentang Pemernlah
Doorzh, pasal 268 ayal B menyebutkan babwa Hibsh diberkan  kepada
Badan/Lembaga dan Orpansiasi Masyarakal

Penambahan Banfuan Sosid yang fidsk direncanakan akan dilskokasikan uniok
membanty  masyarskal Korban boncana alamn, sela masyarskal yang ferkend
kerawanan sosial

Penganggaran DAK Non Fisik kegiatan BOK Paud, semula dianggarkan pada Belanja
Langsung, Berdasarkan Sural Edaran Kemendagr bahwa pengancgaean fersetol
harus - dalam Belanja Hibah, sehingga pada Perubahan APBD TA 2016 pada Pos
Betanja Hibah mengalami penambahan sebesar Rp. 11,760 milyar

Hibah barang pada Dinas Tarkim adelah Pembangunan Jalan Lingkungan milik desa,
sehingga pada Penganggarannya masuk pada Pos Bolanja Sarang yeng akan
diserahkan pada MasyarakauFirak Ketiga dan bukan hibah tenepa wang.
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1)

2

5

Bolanja Hibah Barang tidsk jelas penerimanya pada SKPD Dinas Pertanian, antara [z
3 Momorurut 7 ..., Ds Gasd Kec. Cugenang ([ Panahegan) sebesar Rp98.383.000.00;

b Momorurt @ .......... D Suk=iaya Kec. Cugenang sehesar Rp200.000.000,00;
¢ MNomorond 10......... D= Rancanoong kec, Cilaku sehesar Rp198.425.000,00;
d Moror ot 11 ..., Ds. Cibokor Kex, Cibeber sebesar Rpi 93,444.000,00,

s Momorund 12 o, Ds. Sukakera Kec. Cilaku sebesar Rp182.257,000,00;

f Momorund 22 ., Ds Sukarahara Kee Cibebor sebesar Rp200,000.000,00;

g MNomor und 24 ... Ds. Keajaya Kec. Ciranjang {Biok Cigurubug) sebesar
Rp173.621.000,00;

|Pengangoaran Belanja Hibah dan Banlusn Sosid serls Belanja Hibsh Barangliiasa lessebut harus
memperhatikan ketenbuan mengendl krilera, persyaratan, proses dan tahapan penganggaran dengan
berpedoman pada kelenluan Peraturzn Menten Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menter Dialam Megeri Momor 32 Tahun 2011 fentang Pedoman Pembedan Hibah
dan Banluan Sasial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah, antara lxn:

Pasal 5 menyatakan bahwa hibah dapat dibeskan hepads:

=
b
c

d

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daeeah Lain,

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milil Dissrah; danfatay

Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Irdanesia,

Pasal 6 ayal (B) menyatakan bahwa hibah kepada organisasi kemasyaraxalan yang beerbadan hukum
Indonesia diberikan kepada onganisasl kemasyarskatan yang berbadan hukum perkumpulan yang
{alah mendapatian pengesshan baran hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesual peraluran perundang-undangan

Pasal 11 ayat {2) menyatakan bahwa cbiyek belanja hibiah dan rincian abyek belanja hioah mmelipun:

m

4

Pamerintah Pusst;

Pemerintah Caerah Lain,

Badan Usaha Milik Megasa atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

Badan, Lemnaga, dan Organisasi Kemagyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,

Pasal 43 ayat{2) menyatakan bahwa pada sagt Peraturan Merder Ini beraios, hibah dan banbuan
eosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilzksanskan sopanjang telah dianggarkan dalam APsD
Tahun Angnaran 2016 dan talah sesual dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri inl;

Hibah barang pada Dinas Pertanian adalah Pembangunan Oaseah Ingasi pada DI ik
Desa, sehingga pada Penganggarannya masuk pada Pos Belanja Sarang yang akan
diserahkan pada Masyarakat'Fihak Keliga

Pengangoaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan APBED TA 2018
sudah bempedoman kepada Permendagr Homor 14 Tahun 2016 tentang Fedoman
Pemberian Hibah dan Banses yang bersumber dar AFED
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b,

5y Pasal 43 ayat (3) menyalakan bahwa dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun
Anggaran 2016 belum sesuasi dengan Persturan Menter ini, hibah dan bantuan sasial Tahun
Anggaan 2016 dapat dianggarkan sstelah dilakukan penyesuaian berdesarksn Peraiuran
Mentar ni dan ditelapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 20186,

Untuk iy, penganaqqaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Svsial jersebut supaya bampedaman
pada ketentuan lermaksud. Dengan demikian Belanja Hioah Tahwun Anggaran 2016 hanya dapat
dilaksanakan sopanjang lefah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan felah sasUa
denaan kelentuan defam Peraluran Menten Daam Negen homor 14 Tahun 2016 teniaryg Pesubahan
Kedua Alas Peraluran Mented Datam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomar Pamberian
Hibiah dan Bantuan Sostal yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah.

Terhadap fingian penerma belanjatbantuan sosial dalam Lampean 1V Rancangan Peraluran Bupati
Cianjur tentang Penjabaran Perubshan APED Tahun Anggaran 2016, yailu nomar urut 191 Belanja
Bantuan Sosial kepada Anggata MasyarakatiPerorangan yang ldak Direncanakan semula sehesar
Rl 533.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.616.000,000,00 bartambah sebesar Rp1 .083.000,000,00
jurnilah alokasinya harus memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pazal 234 ayat (4) Peraluran
Menieri Dalam Meger Nomor 14 Tawn 2016 tentang Perubzhan Kedua Alas Peraluran Mientes
Dialam Megeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bariluan Sozial yang
Bersumber dar Anggaran Pendapaian dan Belanja Oaerah, bahwa pagu alokasi anggaran baniuan
sosial yang ek dapat direncanskan sebelumnya fidak melebibi pagu alokasl anggaran yang
dirancanakan,

Penganggaran Belanja Bag Hasil Pajak Daeran dan Bagi Hasdl Resribusi Caerah  kopads
Pemgdiniahan Desa kode rekening:

1) 1.20.1.2098.00.00.5.1.6.0301 Belanja Bagi Hasil Paak Daerah kepada Pemerintahan Dess
sobesor Rp2.199.981.918,00 (anggaran tetsp) atau 1,63% dan Pendapatan Pajzx Dagrah
sebesar Rplld, 760,440,452 00;

9 e 00 D0.x %000 00 Belanja Bagi Masil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa
VAN L BT | d..M._”x._

sebesar Rpl, 00 atau 0,00% dan Hasil Relrdbusi Daersh sebesar Rp22 28,071

agar mempeshatinan ketentuan Pasal 72 ayat {1) huruf ¢ dan ayat {3} Undang-Undang Momer & Tahun
2014 tevang Desa, Pasal 97 Peraturan Femerntah Momor 42 Tahun 2014 tentang Desa, dan butis
I.2.a5)c) Lampitsn Peraturan Menler Dalam Megen Nomor %2 Tahun 2015 terfang Pedaman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daesah Tahua Anggaran 206 hahwa pemerinizh
kabupatenkota menganggarkan belanja Bagl Hasil Pajak Daerah dan Rewibusi Caerah kepada
pemenntzh desa paling sedkit 10% (scpuluh per seratus) dar pajed dacrah dan r2libusi daersh
kabupaterikota, Dar aspek teknis panganggaran, harus divraikan ke daiam: daflar nama Pemerinlah
Desa selaky penefima sebaga fincian obyek penerima bagi hasil Pajak Dacrah dan Reriousi Daerah

sesual kode rekening berkenaan,

Penganggaran Belarja Hibah dan Belanja Baniuan Sosial pada Perubshan APBD TA
2016 sudah herpedoman pada Perztuean Menter Dalam Neger Nomar 14 Tahun 2048
tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Manter [alamn Megeri Momee 32 Tahun
2011 tentang Padoman Pemberian Hibah dan Banuan Sosial yang Bersumiber can
Arggaran Pencapalan dan Bialanja Daerah,

Sudah disesuaikan pada Rapesda Perubahan APED Tahun Anggaran 2016

Sudah disesuaikan dan ditindaklaniuli pada Raperda Perupshan APSD Tahun
Anggaran 2016
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Badan Perencanaan Pembangunan Dacroh dalam kegiatan 1.06.1.06.01.15.30 Cianjur Satu Data
semula fidek dianggarkan menjadi sebesar Rp300.000.000,00 anlara lain disgunakan uniuk
Honorarium Paniin Pelsksana  Kegiatan  semula  fidak  clianggarkan menjadi  sebesar
Fpd56.260.000.00;

1) Baden Parencanazn Pembengunan Daerah dalam kegialan 1.06,.1.06.01,15.30 Cianjur Satu Data
samula lidak dianggarkan menjadi sebesar Fp300.000.000,00 antara |ain diagunakan untuk
Honararum Panifa Pelaksana Kegiatan semulp fidak  dianggarkan menjadi - ssbesar
Rp196.250,000,00;

2] Sekretanal Daeran dalam kegiatan!

4 120100033200 Advokasi Hukum semula sebesar Rp350.000.000,00 menjadl sepesar
Rpd12.000.000,00 bertambah menjadi sebesar RpB2.000.000,00 antara lain dialokasikan
Uik Harerarkam Panitia Pelaksana Kegistan serula sebesar Rp154.500.000.00 menjadi
sebesar Rp240.500 000,00 bertambah sebesar Rpd.000.030,00;

b 120120035006 Penataan dan Pembenlukan Organisasi Perangkat Dasrah Di Ungkungan
Pemerintah Kabupalen Cianjur semula sebesar Rpdi0.000.000,00 menjadi  sebesar
Rpd80.232.500,00 bertarmbah schesar Rp180 232.500.00;

3) Inspekiorat Dacrzh dalam kegiatan 1.20.1 20072001 Pelaksanaan Pergawasan Intemal Secara
Berkala semula sebesar Rpd. 185.000.000,00 menjadi sebesar Rpd 571.260.000,00 bertamban
sehesar RpIS3 26000000 antara lain dislokasikan urbok Honodarum Paniia Poiaksana
Kegintan samula schesar Rod 187.100.000 00 menjadi schesar Fipd 504.500.000,00 bertambah
sehesar Rpd17.400.000.00;

Perberian honorarium bagi PHSD dan Non PHSD dinlfal masih cukup tingg, agar ditiastast dan hany=

didasarkan pada pelimbangan batwa kebersdaan PNSD dan MNon PNSD dalam kegiaizn benar-

benar memiliki peranan dan kontibusi nyata lemacap sfeklifilas pelaksanaan kegiatan dimaksud
serta mempeshatikan pemberisn Tambahan Penghasian bagi PHSD dan pemberizn Insantil

Pemungutan Pajak Daerah dan Relibusi Daerah, sehagaimania diztur dalam butic i1l 2:0,2) Lamgpiran

Peraturan Mented Dalam Megeri Nomoe 52 Tahun 2015 lentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Sellsih leblh afas hasi| shsiensi anggaran

Befanja Honorarium PNS dan Henorarium Non PNS dimaksud digunakan uribuk mendanal belenja
yang bersifal wajit yang lebih priorites dalam rangka peningkalan kosejahleraan masyarakal Clah
karena iu agar ditinjau kembal untuk dikurangl dan atau dialitkan unhak membizys prgram dan
kegiztan yang lebih priorifas, selekil sesuai dengan kebutuhan dan wakh pelaksanaan suaty
kegialan quna meningkatkan efisiensi anggasan cdaeran.

Terhadap kegizian yang hanya menganggarkan honoradum antara kain pada SKPL:

1) Sekreradal DPRD 1.20.1.2004.01.19 Penyedizan Jasa Tenaga Fendukung Administrasi
Frerkantaran;

%) Kecamatan Cianjus dalam kegiatan 1.20.1.20.09.01.18 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Admiristrasi Pedcantoran.

3) HKecamatan Kadupandak daiam kegatan 1.20.1.20.25.64.05 Monitering, Evaluasi dan Pelaporan

Balanja Bantuan Sosial dan Hibah Kecamalan,

Sudnh disesugikan dan diindaklanjull peda Reperda Perubahan APBD Tazhun
Angaaran 2016 dengan memperbaikal DFPA-CRD
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aqar memperhatikan ketentuan dakam bufir 1.2 b.2) Lampiran Paraturan Menter Dalam Meger Momar
52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, bahwa suatu kegiatan fidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja
pegawsi, obyek balanja hanararum dan rincizn obyek belanja honorarum PNSD dan Non PNSD.

Terhadap nomenklatur kegialan pada SKPD:
1) Hampir samua SKPD:
o 05,04 Penimgkaian kinena Aparalur;

2) Sehrstadat Dagrah:
3 1.20.1.2003.16.46 Penunjangan Penerbitan Administrasi Kedinasan Bagl Pojabat Daesal,

b 1.20.1.20,03.16.17 Penunjang Evaluasi LPPL;

¢ 1.201.20.03.56.13 ¥oordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembanfuan, Dekonsenlrasi dan
Tugas Lmurm;
d 1.20.1.20.0357.07 Dana Penunjangan Rakerda Lintas Sektorat Bidang UKS;

e 120120035725 Hoordinas! dan Fasilitasi Kebijakan Dacrah Bidang Sosial Kesehatan
Ketenagzkeriaan,
Poo1.0.1.2003.57.26 Koordinasi dan Fasilitas Hebiakan Daerah Bidang Kadkporabud;
3 Dinas Pengelolzan Kewangan dan Asel Daesah:
a  1.20.1.20.08.17 85 Cptiniatisasi Paningkatan Pendapatan Dasrati;
b 1208200818 43 Koordinasi den Konsuflasi Pengelolaz Banluan,

4} Badan Pemberdaysan Masyarakal dan Pemerntzhan Desa: 122122011514 Koordingsi
proaram Pembartayaan Masyarskal Desa;

5 Dinas Kebudayasn dan Parwisata; 204.2.04.01.15.24 Fasilitest Kegiatan Pasanggin Majang dan
laiaka Tingkat Kabupaten;

serla nomenklatur kegiatan sejenis tinnya, dinilai tdak jelas indikaslor dan tangel kinena yang akan

dicapal, karena nomenklatur kegiatan dimaksud tidak memberikan informasi yang jelas dan lenikur

Untuk ilu, pada penganggaran berikutnya supaya diformulasikan ke dalam nomenklaiur kegiatan

tarkenaan, sshingga menoamminkan anggaran yang berbasis Knerda dengen cutput yang jlas sesual

dengan inpat yang dreocanakan,

Terhadag uraian rincian belanja pada pos Puskesmas daiam kegiatan:

1 10210201 0x 1636 Peningkatan Keschatan Masyarakat Melslui Jaminan  Kesehalan
Maschatan rincian betarda antara fain dialckasikan untuk Belanja Sarang dan Jasa BLUL,

2} 1.02.1.02.01.0x 1648 Peningkatan Kesehatan Masyarakal Melalui Jaminan Kesehatan Masional
(L} andara lzin dialokasikan unluk Betanja Barang dan Jasa BLUD,

Sudah dizesugikan dan diirdaklanjuli peda Reperda Peribshan APED Tahun
Anggaran 2016 dengan memperhaikal DPPA-OPD

Sudan disesuskan dan diindaklanjul peda Raperds Pervbahan APBD Tahun
Anggaran 2016 dengan memperbaikal DFRA-OFD
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Apsblla sumber pendanaannya bersumber dan dana apitasi JKN supsya diangoarkan dalam
kelompok belanja langsung dan disralkan ke dalam jenis, obyek, dan rincian abyek balanja 28513
dengan kode rekening beskonaan, yang pemanfastannya mempedomani pasal 12 Peraturan Presiden
Momor 32 Tahun 2074 dan Peraluran Menter Kesehatan Momor 13 Tahen 2014 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi Jaminan Kesshatan Masional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operazional pada Fasifitas Kesehatan Tingkat Pedama Miik Pemerintah Daerah,

Penyediaan anggaran belanja pada SKPD Akademi Keperawaten dalam kegiatan 1.01,1 01022033
Peningkatan Kualitas Penyelengaaraan Poncidikan Keperawatan semula sehesar Rpe? (00.000,00
menjadi sebesar Rp51.930.000,00 berambah sebesar Fp24.330.000,00 selunchnya dialokasikan
uniuk 5222602 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat, dinilal idak fopat penganggarannya
mengingat uang untuk diberfkan kepada Masyarakat/Pihak Keliga hanya ciperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegialan yang bersifal perfombaan atau penghargaan alas suaty prestasi
sehagaimana ketentuan ketentuan butir 112 b.3).b) Lampiran Peraturan Mentes Datam Neger Nomar
52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angoaran 2016, Sehuburgan hal tersehul, penganggaran rincian bedanja dalam kegiatan lersebut
agar ditinau kembali untuk diformulasikan sesuai outpul Keqistan yang behasis anggaran kinera.

Panyediaan anggaran Belanja Jasa Tenaga Kera Mon Pegawal serfa Belacjz Makanan dan Minuman

antara lan pada SKFD:

1) Badan Kelvarga Besencana Dan Pemberdayaan Ferempuan dalam kegistan 1.12.1.12.01.1812
Kogitan Feningkatan Kapastas Forum Kader Posyandu semu'a sebesar 5,999, 370,000,021
menjadi sebesar Rpl4.297.340.000,00 bertsmbeh sebesar Fpd 32757000000 antzea lain
dialokasikan untuk Beanja Tenaga Mera Mon Pegawal semula sebeser Rpi.551.070.000,00
menjadi sehesar Rp13.474.240.000,00 bertambah sebesar Rpd 123.120.000,00,

2] Dinas Sosial. Tenaca Kerja Dan Transmigrasi dalam kegiatan 2.08.1.13.01.16.03 Pemerksaan
Tanzh, Pendafiaran Tanah dan Penserifikalan Lahan Transmigrasi Lokal semula lidak
dianggarkan menjadi Rpd00,000,000,00 antara lain dialohasikan uniuk Belanfs Jasa Tensga
Kerja Nen Pegawal semula tdak diangoarkan menjadl sebesar Rp271.307 500,00,

4y Sehpatzriat Dacrah calam kegiatan:

3 1.201.9003.01.17 Penyodisen Makenan  dan Minonen  Kanlor  semula sobosar
RpSH9.53000000  menjadi  sebosar  Rpr51555.00000  bertamoah sehasar
Rp?12.025.000.00 sntara lain dialokasikan uniuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat
semula schosar Rp240.000.000,00 menjadi sebesar Rp305.075.000,00 bertambah scbesar
RpU5.075.000,00 dan Belanja Makanan dan  Minuman Tamu semula schess
Rp257.A50.00000 menjadi  sebesar  Rpd30.000000,00  berdambah gohesar
Fip. 172.150.000,00;

Sudah disesuaikan dan ditindaklanjuli pada Raperda Penubahan APSD Tahun
Anggaran 2116 dengan mermperbaikal DPPA-QOPD

Sudah disssuaikan dan diindaklanjut pada Raperda Perubahan AFBD Tahun
Anggaran 2016 deryan memperoaiai DFPA-OFD
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b 120120034809 Fenyebar Luasan Informasi Pemesintah Kahupaten Clanjur semula
sehesar Rp326.02200000 menjadi scbess Rp406.646.000,00 berambah  sebesar
RpA0.524.000,00 antara lain dislokasikan untuk Belanja Jasa Tenaga Kerja dan Pegawai
somula sebesar Rp236.550.000,00 menjadl sebesar Rp309,750.000,00 bertambah sehesar
Rp?3.200.000,00

4  Sokretarial DPRD dalam kegigsan 1.20.1.20.04.05.04 Peningkatan Kinerja Agaratur semulz tdak
diangaarkan mefijadi sobesar Rpd(5.145.500,00 antara lain dialokasikan uniuk Eelanja Jasg

Tanaga Kerja Non Pegawal semula Yidak dianggarkean menjadi szbesar Rp240, 000.000,00;

5 Hadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pefatihan Daersh dala egaalan 1.20.1.20.06.44.104
fssesment Bagl Pajabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator semula fidak disnggarkan
menjadi Rpd47.565.000,00 anlara lain dizlokasikan unluk Befanip Jasa Tenaga ¥eda Mon
Pegawai semuia tidak dianggaskan menjadi sebesar Ripid4.000.000,00;

§ Dines Pengsolaan Keuangan dan Asel Daerah dalam hegiatan 1.20.1.20.08.06.04 Peningkatan
Kinafia Aparalur semula sebesar Fpd20.010.000,00 menjadi sebesar Rpfild 0601003,00
berlambah sabesar Rp194 050.000,00 antars lain dialokasikan unluk Belanja Jasa Tenaga Kerja
Non Pegawal semula sehesar 200.000.000,00 menjadi sebesar Rn3A5 750,000,000 bedambzh
sehasar RpiA5750 000,00,

7 Badan Pemberdayazn Masyarakat dan Pemerntanan Desa dalam kegiaian 12212201 05,04
Paningkatar: Kinerja Aparsts semula bdak dianggarkan menjaci sebasar Rpl40.120.000,00
antara lain dialokasikan untk Bolanja Jasa Tenaga Kerfa Moo Pegawal  sebesa
RpHf.510.000,00;

dinilal cukup besar dan lidek mencenminkan asas efisiensi anggaran. Crieh karena itu, supaya ditinja
kehall unfuk dikurangi dengan dengan memperimbangkan asas proporsionsd, kowajaran dan
kepalutan setingga APBD debih mengutamakan keberpihakan pada kepantingan umum  dan
kesejahlerazn masyarskat, Selisih lebih atas hasil efigiensi anggaran belanja dimaksud -agar
digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang lehit priorites dalam rangka peningkalan
kesejahteraan masyarskat.

Penyediaan Anggaran Belanja Sewa Gedung/MantorTempat, Belanja Sewn Ruang Rapat/Pefomaan

dan Belanja Sewa Penginapan pada SKPD antara fain:

1} Dinas Pendidikan dafam kegiatan:
1,01.1.01.01.1590 Peningkatan Xapasitas Kompetersi Guru PAUD antars lzin diokastkan
unluk Befanja Sews GedungMantorllempat sehasar Rp3a0.000.000, 00,

2y Dinas Kesehatan dalam kegiatan:
1.02.4.02.01.22.08 Peningkatan Survellanse Fpidemiclogi dan Penanggulangan Wabah, antara
Jain digakasikan urtuk Befarja Sowa Ruang RapatPerlemuan sabasar Rpd?.500.000,00;

3 m_m.r_.malm_ Craerah dalam keglatan:
1.20.120.03.31 29 Sasialisasi Tala Pemesinlahan Desa antara lain disloxasikan unfuk Belanjz

Sewa Gedung/KanionTempat sebesar Rp285.000,000,00:

sdah disesusthan dan ditindaklanjuil dengan malakukan efisiensi pada DPPAGFD,
anguaran hasl efiglensi dialokaskan untuk membisyai kegiatan priodtas manungand

kesejehlerzan masyarakad,




18

NQ

HASIL EVALUAS!

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daeran dalam kegiatan:
1.20 1 20,06 44 102 Diklal Dasar Bagi Palisi Pamong Praja Pola 100 Jam antara [=in dialokasikan
untuk Belanja Sewa Ruang Rapat’Pertemuan sebesar Rp186.000,000,00;

agar dipertimbangkan untuk dikurang dan dilakukan secara selekt, sesual ketenuan yang diatur
pada bufir 11, 2b.3).m}. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 82 Tahur 2015 lentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah Tahun Auvggaren 2048, batwa
penganggaran Untuk penyelenpgaraan kegistan rapat, penditizan dan pelatihan, bimbiegan teknis,
sosialisas, warkshop, Iovakarya, seminar atau sejenis linnya dipriorlaskan urtuk mensggunakan
fasilios asel dasrah, seperi ruang rapad atau aula yang sudah teesedia milk pemerintzh dasrah
dengan mempedomani Peraturan Mantes Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Normar & Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan PerermuaniRapat di Luar Kantor Dalam Rangka
Penngkatan Efisiesi dan Efektivilas Kerja Aparatur.

Terhadap kegiatan pada SKPD. Sekretarial DPRD kode rekening 1.20.1 20,04.05.03 Bimbingan
Teunis Implementasi Peraluran Perundang-undangan semula sebesar Rpd44.452 500,00 menjadi
sebesar Rpo17.718.600,00 bertambah sebesar Rpd?3.256.300,00 antara lain diglokasikan uniuk
Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rpd4.000.000,00 menjadi sebesar Rpfid.000.000.00
herlambah sehesar Rp369.000.000,00 sarta Belanja Peqalanan Dinas Luar Daerah semufa schesar
RpZ10.462.500,00 menjadi sebesar Rp314.71880000 berfambah sebesar Fpi04 256.300,00
pelaksanaannya diprioritzskan di wilayah kabupaten Cianjur.

Dalam hal ferdapat kebutuhan wntuk melakukzn peeyelanogarman peadidikan  dan pelaihan,
bimthingan leknis, sasialisasi, workshop, lokakarya, sominar algu sejenis lzinnya di lunr caerah letap
dilakukan saczra selekil dengan mempearhatikan aspek urgens, kualilas pemyetendggaraan, muatan
substansi, kompetersi narasumber, kualilas advokasi dan pelayanan penyelenggars sorta manfaat
yanqg akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daarah serla tertib anggaean
dan admirisirasi olsh penyelenggara sebagaimana hetentuan butir 1IL2.b.3).1). Lampiran Peraturan
Menter Dalam Neaerl Nomar 52 Tahun 2015 fentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Deerah Tafwn Anggaran 2016, Sehubungan hal tersebut, slokasi angyaran uniulk belanja
perialanan dings lyar daeeah agar ditnjau untuk dikurangl. Hasil pengurangan alokasi nyjgaran
lersebut diginakan uniuk mendanal program dan kegiatan yang lebih pricrlas dalam rangkd
peningkatan kesejahlaraan masyarskal,

Terhadap penyadiaan anggaran Belanja Perjatanan Cinas antera lain pada SKPD:

1) Badan Perencanaan Pembanguran Dactah dalam kegiatan; 1.06.1.06.01.05.04 Peningkatan
Kinera Aparsfur semula scbesar Rpd16650.000,00 menjadi sebessr B3 510000,X
bartambiah sehesar Rpdd7.260.000,00 antara lain dialokasikan unluk Belanjz Perjalanan Dinas
Luar Daerah semula fidak dranggarkan menjodi sebesar Rpd 24.260:000,00;

2} Scwrelzral Daerah dalam hegiatan:

Sudah disesuaikan dan difncaklanjuli dengan melakukan efisiensi pada DPPA-OFD,
anggaran hasil efisiensi dislokasikan untuk memblayal kegiatan priarilas menunjang
kesejahiersan masyarakal.

Cydah disnsuaikan dan diindaklanjuti dengan melskukan efistensi pada OPPA-GPD,
anggarat hasll cfisiensi dialokasikan aniuk mermbizyal kegiatan priotes menunjarg
kessahleraan masyaakal
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&l

4

3

§)

a  1.201.90.03.01.18 Rapal-Rapat Koordinasi dan Konsultas e Luar Deerzh semula sebesar
Rp400.217.000,00 menjadi sebesar Rpd82 422.000,00 berlambah sebesar Fip. 02, 205.000,00
antara 12in dislokesikan uniuk Belanja Peratanan Dinas Luar Daersh semula sebesar
Rp#00,217.000,00 menjadi Rp482 422.000,00 bertambah sebesar RpBd 205.000,

B 1.204.20.0301.20 Rapat-Rapat Kooedinasi dan Konsultasi Dalam Oazreh semula sebesar
Rp4D6.315.000,00 merjadi sebesar Rp484,170,000,00 berfamban sebesar Rp77.855.000,00
antara lain dialckasiken untuk Belanja Peralanan Dinas Dalam Oaersh somula seDesar
Rpd06.315 £00,00 menjadi sebesar Rpdda 170.000,00 betambah mesjadi Rp77.A25.000,00;

Sekrefanat OPRD dalam kegiatan:

1,204.20.04.01.18 Rapsl-Rapsl Koordinasl dan Konsuflasi Luar Daerah semula sebesar
Rp@09 944 600,00 menjadi sebesar Rpdd7 828.419.00 bertambah sebesar Rp77 BA3.819,00
anfara lain digiokaskan unlk Belanja Perjalanzn Dinas Luar Daersh semula sebesar
RpADS 944 600,00 menjadi sehesar Rpe83 828 419,00 bertambah sebesar Rp77.R83.310.00;

Badan Kepegawaian, Pendidkan dan Pelaihan Dacrah dalam kegratan:

1,20.1.20.06.44 83 Fenyelenggaraan Diklal Teknis Quibound semula tidak dianggarkan renjad
sebesar Rp235.097 500,U0 antara lain dinlokasikan untuk Bedanjs Pesjanan Dinzs Luar Daersh
semila fidak dianggarkan menjadi sebesar Rp128.192.000.40;

Dinas Pemgelolzan Keuangan dan Asel Daersh dalam kegiatan ©

1.20.1.20.08.01.18 Rapat-Rapal Koordinasi dan Konsultasi Ko Luar Caersh semuia wabesar
Rp248.580.500,00 menjadi sebesar Rpf13.893.000.00 bertambah ssbesar Rp370712.500,00
antaa lain diglokasikan untuk Belanja Porjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar
Rp20.580,500,00 menjadi sebesar Rp542 693 004,00 berambah sebesar RpaR2.712.500,00;

Badan Pemberdayaan Masyarakal dan Pemerintahan Desa dalam kegiztzn:

2 120127061 1810 Pembinasn dan Fasiitasi Pelsksanasn ADD dan Dana Desa semula
sebesar Rpi71.195.000.00 menjadi sebesar RpZ78090.00000 bertambah sebesar
Rpi06.855.000,00 antara lan dialokastkan unluk Bslanja Peqalanan Dinas Luar Daerah
semula sebesar RpdG.560.000,00 menjadi sebesar Ral61 700.000,00 berdambah schesar
Rp?15.150.000,00;

b 129122002204 Sy Cianjur Saba Lemour semola tidak disnggarkan mangad: scbesal
Rp10¥1.000.000,00 antara tain dialoasikan untuk Belanja Penalznan Dinas Dalam Daaran
sebesar RpGd 850.000,00;
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dinilai cukup tinggl dan tdsk mencerminkan asas efisiensi anggaran, Oleh karena u, agar
dipertimbangkan uriuk dikurang! dan dizkukan secara selexif sshingga lidak terjadi duplikest, serta
frekuensi dan jumiah hardnya dibatasi dengan memperhalikan targel kinerja dan perjalanan dina
dimakeud sehingna relevan dengan substansi kebijakan oemenntah dasrsh. Hasil kunjungan kera
dan stuci banding diiaporkan sesual peraturan perundang-undangan, Selanjubnya selizh lebén alas
hasil pengurangan. anggaran Belanja Perjalanan Dinas dhmaksud digenzian untuk mendana program
dan keqiatan yang lebih pricdtas dalam rangka peningkatan kesejahteraan magyaraka,

Selgin it, dalam fangka memnenuni kaidah kadah pengefolaan keuzngan daerah, penganggaran
belanja perjalanan dinas harus memperhatkan aspek peranggungjawsban sesual bizya il atau
lumpsuim, khusisnya untuk hal-hal sebegai benkut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesual dengan biaya ril Komoonen sewa kandaraan
hanya diberikan untuk GubemurWakil Guoemur, BupatifWakil Bupat, WallkotaWakil Walikota,
Pejabat Fimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang dibedkan kodudukan atau hak keuangan dan
tasilitas selingkat Pejabat Fimpinan Tinggl Madya;

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan bizya nil,

%) Biaya penginapan ditayarkan sesual dengan biaya ril

4) Dalam hal pelaksana pesjalanan dinas tidak menggunakan fasilias hotel atau tempal panginepan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberkan biaya penginapan sebesar 0% (1iga pulul pef
seratus) dan tarif hotel di kot fempat tujlan sesuai dengan lingkatan pelaksana perjaianan dinas
dan dibayarkan secara lmpsurm.

5]  Uarg harian gan Lang represenlasi dibayarkan secara hmpsurm,

Standar safuan biaya untuk paralanan dings ditetapkan dengan Kepulisan Fepala Dacrah dergan

memperhalikan aspek ansparansi, akuntatilitas, efisensi, efekiivitas, kepaiutan dan kewajaran sarta

rasionalitas,

Terhadap penyediaan anggaran balanjz dalam kegiatan pada SKPD -

1) Dinas PSDAF,
1034.03.01.17.00 Petencanaan Pembangunan Listf Peoesaan semula fidak dianggarkan
menadi sebesar Rp13.000.000,00 rincian belanja dialokasikan untuk Herorarium Pergelolaan
Kegiatan sebesar Rp2025.000,00, Belanja Penggardaan sebesar Rpd35 000,00, dan Balanja
Perjztanan Dinas Dalam Daerah schesar Rp16 540.000,00,

2)  Dinas Pekerjaan Umum Sina Manga:
1031030230 37 Porencanaan Pembangunan Jalan Perdesaan sebesar Ra89.070.000,00
{anggaran telap) rincian belania dislakasikan uniuk Honoearium Panitiz Felsksana Kegiatan,
Relanja Perjatanan Cinas Oatam Daerah, dan Uang Lembur P
dinandang lidak sesual dengan prinsip anygaran kinera karena fidak jelas targel dan sasarannya.
Dleh sehab Iy, belanjabelanja yang dianggarkan dalam  kegistan-kegistan fersebul  agar
ditormulasikan kembali, sehingga terdapat relevansi antara kegistan dengan belanja, disampeng hanis

memiliki aulput yang tenikur sera target den sasaran kinera yang |elas.

Sydah disesuaikan dan difindaklanjuli dengan melakukan efisiensi pada DPEAOPD,
anggaran hasil efislensi dialokasian untik membiayal kegizlan prioritas menunjang
kasejahierasn masyarakat

Sudah disesuaikan dan diindaklanjul dengan metakukan efisiensi pada DPEAOPD,
anggaran hasil efisiensi dislokazikan untuk membiayal keoiatan pricritas. menunjang
kesejahteraan masyarakal.

Sycah disesusshan dan ditindakianjuti dengan rmelsiukan perbakan pada DPPA-OPD.
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Penganggaran Belanja Barang dan Jase seria Belanja Modal pada Perubzhan APED yang dipandang
tidak relevan stau tidak terkadt langsung dengan kegiatan barkenaan pada SERD antasa lain:

1)

3

4

)

G

serta befanjz yang sefenis pada SKPD yang lain dianggap fidak terkail langsung dengan kegialan.
Untuk 7w lerhadap belsnjs-belanja tersebul supaya diformulasikan kembali, sehingga terdapat
ralevans: anlara kematan dengan belsna, deamping hams memiliki outid] varg tonikr sorta tanot
dan sasaran kingqa yang |alas.

Pemyediaan anggasan belanja dalam kegiatan pada SEPD;

1

2)

&)

Dinzs Perdidikan dalam kegiatan:

a 101101010211 Pengadsan Komputer antara lain dialokasikan untuk Befanja Modal|
Feratatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Laborslonum Hidrodiramika Data Accguistion
and Analyzing System,

b 1.01.1.01.01.2282 Pengadasn Mobil Pinlar antara lain dizlckasikan unful Belanja Sowa
GedungMantonfemyat dan Dedania Jasa Pengemudi ;

Rumah Sakit Ueum Daecah Kelas B:
1.02.1.02 02.26.85 Pengadaan Gensat Rumah Sakit antara lain dislokastan undek Betana Modal
Tanzh, Irigas dan Jaringan - Pengadzan Jaringan Distibus;

Dinas Pekedaan Umum Binamarga:

1.03.1.03,02.02.09 Pengadazn Peralatan Gedung Kanlor antara lain dislokasikan unluk Belanja
Peiangkat Lunak {Soffwsare);

Sekrefaizt Dacrah;

1.20.1.20.03.28.458 Pengadaan Tanah Untuk Pasar Pagefaran adtara fain disfokasikan unfuk
Beslanja Moda Tanah - Permadaan Tanan Untuk Bangunan Tempad hadah,

Sekrelariat TPRD:

1201 200402 31 Pemeliharaan FufinBerkafa Alat-aial Kanfor anfara lain dalokasikan uniuk
Belanja Pemeliharcan  Instalasi Ar Minum®ersin dan Belanja Pemcliharaan  Salyran
CrainasciGomnaggarong;

Cinzs Perlanian Tanarman Pangan dan Hortikulbiura:

201.201.01.25.12 Pengadaan Bibit Pisang seluruhnya dislokasikan ustuk Befanja Hibah
Barangllasa Yang Disershkan Kepada Masyarasal,

Dinaz Pendidikan dalam kecpatan:

101101010222 Pemedharzan Futn'Berkala Gedung Kantor antara fain: dialokaskan unfuk
Belanja Modal Gedung dan Banounan-Pengadaan Bangunan Gedung Eanio,

Dinas Pekerjzan Umum Bina Marga dalam kegiatan

1.03.1.03.02.20.23 Rehabviltasi Jalan/Jembatan Dalam Rangha Peningkatan Kinerja Pemerintah
Diaerah antara lain dialokasikan untuk Belanja Pemediharaan Jatan;

Kecamalan Tarokak dalam kegiatan;

1:20.1.20.24.02.22 Pemetinaraan RutinBerkala Gedung Kantor seluruh arggaran dialokasikan
untuk Belanja Modal dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;

Suclah disesiakan dan difindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada GRPA-OPD.
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supaya diperhatikan dan dibedasan bahwa belanja pemeliharaan menpakan belanja barang dan jasa
yang tidak menambah aset deerah, apabila belanjs-belanja tersebut mefupakan pengadaan alau
belanja modal yang dapal menamiah asel daerah supaya diformulasikan ke

dalam kegialan berkenazn, schinggs jelas dalam pertangqungjawsbannya apakah belanja tersebul
bersifat pemelinaraan yang merupakan Beiania Barang dan Jasa atau Belanja Modal yang danat
menambat aset dasrah,

Penganggaran belanja modal dalam kegistan pada SKPD:
1) Dinas Pekerjaan Lmum dan Bina Marga

3 103103023002 Pembangunan Jalen dan Jembalan antza lain dialokasikan uribak
Belanja Modal Jalan, Irgasi dan Jaringan-Pengadaan Jalen Desa;

b 103103023039 Penbangunan Jalan gan Jembalan Perdesaan Uniuk Pengembangan
Wilayah Desa anara lain, dialokasikan untuk Belanja Modad Jalan, Iigasl dan Jaringan-
Pengadaan Jalan Desa dan Belanja Modal Jalan, |dgasi dan Jaringan-Fengadaan Jembatan
Desa;

2) Sekrefarial Dasrah:

a  1.201.20,03.28450 Pengadaan Tanah Untuk Perlusan Sarana Kanltor Desa Padaluyy antara
{sin dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah-Pengadasn Tanah Untuk Bangunan Tempat
Kerjallasa;

b 1.20.1.2003.20 457 Pengadaan Tanzh Urluk Tempat Perakaman Umum {TPUY Desa
Sukasan antaa lain disokasikan unluk Belanjz Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kosong,

e 1701200328475 Pengataan Tanah Untuk Tempal Pemakaman Umum (TPU) Desa
Ciandam antara lain dialokasikan unius Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kosong,

serta bilanja sejenis lainya, apabila asel lersebut dimaksudkan uriluk diserahkan hepada pihak
ketiga/masyarakal pada fahun ardgaran berkenaan, supaya dianggarkan pada jenis belanja barang
dan jasa dengan mempedomanl Passl 298 ayal (4) dan ayal {5} Undang-Uindang Momor 23 Tahun
2114 tentang Pemerintahzn Daersh dan Peraluran: Menten Ciatam Meger Nomor 14 Tahun 2018
jentang Penbahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Meqer Nomor 32 Tahun 2071 dentang
Pedoman FPemberian Hibah dan Bantuss Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah. Pengadsan belanja  baangfasa yang gkan dissrkan  kepads  pihak
ketigaimasyarakat pada tahun anggaran Derenaan eimaksud dianggarkan sebesar harga beliangun
barangjasa yang akan disarahkan kepada pihak ketigalmasyarakal ditambah sefuru belanja yain
terkait dengan pengadaznpermbangunan barangfasa sampal siap dizersshan, sebagaimana amanal
kederituan butir 1.2.5.3).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalar Negen Momor 52 Tahun 2015 tentang
Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarasn 2015,

Terhadap penyediaan penambahan alckasi anggaran unluk Belanja Modal Persatan dan Mesin dan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan, antara lain pada SKPD:

Sudah disesuaikan dan ditindaklanjuti dergan melakukan partaikan pada DPPA-OFD,

Pembangunan Jaban dgn sembatan telzp dianggarkan pada pos Belarna Modal acar
dapal disapitelisasi menjadi Asel {KIB. 0), yang pada takun 2017 seluruh asat jalan
desa yang lercatat di Dings PU. Binamarga akan diserahkan ke Desakelurshan

masing-masing.

Sudah disesuaikan dan diindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada DPPADOFD.
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1)

2

3

4

a)

Dinas Pendiditan dalam kegiatan 1.01.101.01.2242 Pengadaan Mobil Pintar antara lan
diglakasikan untuk Belanja Smodal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Oinas Bermolor
Perorangan,

Dinas PSDAP Minera! dalam kegiatan 1.031.03.01.0205 Pengadsan  Kerdaraan
Dinas/Operasional antara lain dislokasikan unfuk Belanja Modal Peralatan dan Mesn-Pengadaan
Kendaraan Bermator Bercda Oua,

Dinas Tata Ruarg dan Pemukiman:

a 103105014439 Pambangunan Pasar Fasir Hayam Kaoupaten Cianjur Tahap Y -L
seluruhnya digigkasikan untuk Belania Modal {3edung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan
Gedung PartokoanKopefasiPasar

b 1.03.1.05.0141 40 Pembangunan Gedung Kantor Kecamalan - L seluruhnya dislokasikan
uniuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gendung Kantar,

¢ 103105014141 Pembangunan Masid Dekranasda - L =gluruhnya dialokasikan urtuk
Belanja Modal 3edung dan Bangunan-Pengadaan Bangunzn Gedung Tempal badah;

d 103106014142 Pembangunan Gedung SMAN 2 Cianjur - L seluruhnya distokasikan
unihuk Pengadaan Bangunan Gedung Tempal Pendidikarn;

e 103105014159 Penyelesaian Permbangurian Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV amars
lgin didckasikan untk Belanja Modal Gedung: dan Bangunan-Fengadzan  Banguran
¥esahatan,

[ 103105014180 Penyalesaian Pembangunan Mesjd Dekranasda Tahap | antara fain
dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Ibadah;

g 103105014187 Penyelesaian Pembangunan SMAN 2 Tahap Il alara den disokasikan
uniik Befanja Modal Gedung dan Bangunar-Pengadaan Bangunan Gedung  Tempat
Pendidikan;

Dhnas Pernubungan, Komunikasi dan Inkormaling.

1.07.1.07.01.0205 Pengadaan Kendaraan DinasiOperasional seluruhnya dialokasian uniuk

Balanja Modal Peralatan dan Mesin Fengadaan ¥endaraan Bemotor Beroda Dua;

Selratariat Daerah:

5 120120030210 Pengadaan Mebeulair antara lain digakashan univk Belanja Mods!
Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mebeulair dan Belanja Modal Perglatan dan Mesin-
Pengadaan Meia Rapal Pejabat |

‘b 170190030211 Pengadaan Kompulsr antara lein dislckasikan unluk Belarjz Modal

Paralatan dan Mesin-Pengadaan Perscnal Hamputer,

¢ 120120030214 Pengadaan Alat-alal Studic dan Keepunikasi antara lain dislokasikan

uniuk Belanja Modal Feralatan dan MesinPengadaan Peratan Sludio Visual dan Belanja
Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alal Komunikasi Telephone;
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f} Sekrelarial DPRD:

a  1.70.1.20.04.0205 Pengadaan Kandaraan Dinas Gperasional antara ain dislokasikan untuk
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang;

b 1.20.1.2004.02 07 Pengadsaan Perengkapan Gedung Kantor antara |ain dislokastan unfuk
Belanja Modal Peralalan dan Masin - Pengadaan Alzl Kanior Lainnya,

c 120120040208 Pengadsan Peralatan Gedung ®antor antara lzin dislokasikan uniuk
Belanja Modal Peralatan dan Masin- Pengadaan A'at Kantor Lainnys;

d 120120040211 Pengadaan Kempuler antara lain dizickasikan umuk Belanja Mods
Peoralatan dan Mesin - Pengadaan Peratatan Personal Kompuler,

g 120120040213 Pengadaan Alatalal Rumah Tangga antara lain distokasivan unluk
Befanja Modal Peralatan dan Masin-Pengadaan Meubelair

f1201.20.0402 14 Pengadaan Alst-alat Studio dan Komunikasi anlara lain dislokasikan
unfuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Stedio Visual,

dalam pelaksanzannya hes dilstukan secara seleki sesus rencana kebuluhan barang
sehagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 teriang Pedoman
Tekniz Pengalolaan Barang Milik Daerah, dengan terebib dahulu melakukan evaluasi dan pngkajian
tovhadap barang-harang inventars yang tersedia, baik dari segi kondisi maupun umur exonomisnya.
Spdain itu, datam pelaksanaznnya Supaya berpodoman pada kelentuan Perstuzan Mented Dalam
Neger Momoe 11 Tahyn 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Dalam Hegen Nomce 7
Tahun 2004 tentang Slandansasi Sarana dan Prasarana Kena Pemerintatan Dagrah. Khusus unfuk
penganggaran pembangusan gedung dan bangunan mil# dacrah ager mengacy pada katenluan
Perglian Eresiden Nemar 73 Tatun 201 1 4entang Pembangunan Bangunan Gedung Megara.

Terhadap penyedisan anggaran untuk pengadaan lshan pada Rancangan Paraturan Daarah
Katupaten Cianjur teniang Pandbahan APBD Tahun Anggaran 2016 pada Sekretanal Daerah, yailu |

1} 1.20.1,20.08.28.453 Pengadaan Tanah Uniuk TPPST Cikalong Mulon anlara lain dialokasikan
uritik Belanja Modal Tanah- Pengadaan Tanah Lapangan Pengufarn/Fengoianhar,

9 1201200328454 Pengadaan Tanah Untuk Sawah Pandan Wangi Tahap 1 antara lain
digiokasikan unlek Belanja Modal Tansh-Pengadaan Tanah Ladana;

3 1.20.1.20.03.28.455 Pengadaan Tanah Uniuk Rest Area Citarum antara lain dialakasikan unfuk
Befanja Modal Tansh-Pengadaan Tanah Lapangan Parkis

4) 1.20.1.20.03 28,456 Pengadaan Tanah Untuk Peruasan Pendopo Pemda Katupaten Cianjur
aniara fain dislokasikan untuk Selanja Modal Tanah-Pengadaen Tanah Untuk Bangunan Gedung
Perdagangan/ferusahaan;

) 1.20.1.200328457 Pengadaan Tanah Untuk Puskesmos Pagelaren antara lzin dialokasikan
uriluk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Uniuk Bangunan Tempat Kerjaljasa;

Pelaksanaan Pengadaan pada Belanja Modal tersebut sudah disasuaikan dilakukan
cvaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang lersedia, baik dari
seql kondisi maugun WU ckonomisnya,
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6] 1.20,1.2003 28459 Pengadaan Tanah Unfuk Peruasan SON Banjarsafi Sukaresmi antara lain
diglakzsikan uniuk Belanja Modal tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempal Kedallass;

7} 1201200329467 Pengadaan Tanah Unfuk Penalaan Pusat Perkantaren Pemda & Campaka
antara lain diglokasikan unfuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat
Farallasa;

seria pengadaan tanah dalam kegiatan sejenrs pada Sekretanal Daersn dan SKPO yang lain, dalam

pelaksanaannya agar mengacy pada ketenluan Undang-undang Momor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadzan Tanak bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perauran Presiden Nomor A

Tahwn 2012 terang Penyelenggerazn Pengadaan [anah Bagi Pembangunen Untuk Kepentingan

Urnu, sebagaimana telah beberapa kali diubsh terakhit dengan Fersturan Presidan Nomor 3 Tabwn

2015 temtang Peubahan Ketiga Alas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2002 temtang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kopantingan Umum, dan Persturan

Manteri Dalam Meger Nomar 72 Tahun 2012 tentang Bizya Operssional dan Biaya Penduiung

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Liniuk Kepentngan Umum Yang Bersumber

Dar AFBO. Selzin iy, Pemennlah Kaoupaten Cianjur harus melakukan langhahlangrah percepatan

pelaksanaan kegiatan untuk menganlsipasi fidak ferdaksananya pengadaan ighan tersebut sampal

dengan akhir fahun

anggaran 2016

0. FEMBIAYAAN DAERAH
1.

Peaerimaan Pembizvaan Dacran kode rekening 1201 20080000611 Sisa Lebih Perhitungan
Anagaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula sebasac Rp162 608.750.650.00 menjadi sebesar
Ro24f 033,155.811,12 bertambah sebesar Rpl5.424 445, 161,12 dengan rincian obysk pembiayaan,

2 1204Z0080000611.0601 Kegiatan Llanjutan semula sebesar Rp138.980.804.650,00
menjad sebesar Rp?019.060.140 591,12 bertaribah sebesat Fp70.979.344 541,12;

b 1.20.1.20.0800006.1.1,07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggsan Tahun Anggeran Sebelumnya
5 OO0 DO E ephes

sainula sebesar Fpd23A27 046.000,00 menjadi sebesar Rpla 073,046 220,00 bertambah sebesar

Rp14.445.100,220 00;

Rincian obyek pembisyaan tersebul haus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA
Tahun Anggaran 2015 schagaimana tercantum dalam format label 3 butir 11.3.a7) Lemairan
Peraturan Manteri Dalam Neger Momer 52 Tahun 7015 fentang Pedoman Pemyusunan Anggaran
Pendagalan dan Belanja Dasrah Tanun Anggaran 21T

Pemenntah  Kobupaten Cisnjur akan melakukan langkahdangkah  percepstan
pelaksanaan kegiatan unluk mengantisipasi fidak lerlaksananya pesgadaan tanah
tersobut sampa dengan akhir tabun anggaran 2016, -Sefanjuinya eda beberapa
kegialan pengadaan tanah yang tidak jadi dizksanakan schubungan masih lerdapat
permasalzhan dengan masayarakat, yeity pengadaan tanan  pasar Ciraniang,
Pengadaan Tanzh Perdussan Jalan tembus Abdullah Bin Nuh, dan Pengadaan Tanan
Sumber Alr PDAM Cijedil, Anggaran dari kegiatan tersebut dilakokaskan untuk
membiayal keglatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sudah ditindaklanjull pads Raperda Perubshan APSD TA 2016
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Berdasarkan Pasal 102 ayat (2] huruf ¢ Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa untuk pembiaysan mencakup dasar hukum dan
sumber penerimasn pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembayaran dan tujuan pengeluaran
pembiayaan untak kelompok pengelusran pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada koiom
keterangan yang belum yang mencantumkan Dasar Hukuim dan sumber penerimaan pembiayaan pada
kelompok penerimaan pembiavasn serta tujvan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengelusran

pembiayaan agar disempurnakan sesuai ketentuan termalksud.

Sudah ditindaklanjuti pada Raperda
Perabahan APBD TA 2016

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 September 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEF
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